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MUHAMMAD RIYAN KACHFI BOER (B11111254), Tinjauan Yuridis 
tentang Tindak Pidana terhadap Hak Cipta atas Perangkat Lunak 
Komputer (Studi Kasus Putusan No.2277K/Pid.2006). Dibawah 
Bimbingan Muhaddar selaku Pembimbing I dan Maskun selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum hakim di dalam 
putusan nomor 2277K/Pid/2006, mengetahui pertimbangan-pertimbangan 
hukum hakim di dalam putusan nomor 2277K/Pid/2006, serta mengetahui 
perlindungan hakim di dalam putusan nomor 2277K/Pid/2006. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum di dalam 
putusan Mahkamah Agung Nomor. 2277K/Pid/2006 memberikan sebuah 
yurisprudensi di dalam penegakan hukum kejahatan hak cipta atas perangkat 
lunak di Indonesia. Ketika di dalam putusan pengadilan negeri dan 
pengadilan tinggi terdapat perbedaan sanksi, mahkamah agung memiliki 
pertimbangan bahwa pemberatan hukuman yang dilakukan oleh pengadilan 
tinggi tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. (2) 
Pertimbangan Hukum hakim di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 
2277K/Pid/2006 dilandasi pada kitab undang-undang hukum pidana, bahwa 
pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan pemberatan 
hukuman. (3) Perlindungan hukum hakim kepada pencipta sebatas 
pemberian hukum berupa pidana kepada pelaku sebab perbuatan tersebut 
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A. Latar Belakang 
Saat ini dunia mengalami proses globalisasi1 dan modernisasi2. Hal 
ini disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan 
yang sangat inovatif dan kreatif khususnya di bidang teknologi informasi 
dan komunikasi. Perkembangan yang pesat ini tidak terlepas dari 
kebutuhan masyarakat yang dinamis, kompleks, namun tetap praktis 
sehingga dapat mempermudah kegiatan sehari-hari. 
 Teknologi merupakan hasil ilmiah dari tahapan perkembangan 
peradaban manusia. Manusia yang dahulu terikat dan percaya pada 
hal-hal yang bernuansa gaib dan mistis kini mulai mengalami 
pergeseran ke hal-hal yang sifatnya lebih empiris, rasional ,dan logis. 
Hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan manusia untuk menelaah 
dan mengamati obyek di sekitarnya kemudian mulai memfungsikannya 
untuk memenuhi kebutuhan. Perubahan ini merupakan sebuah evolusi 
peradaban manusia dari tahap mitis, tahap ontologis dan tahap 
fungsional.3 
 Teknologi dewasa ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. 
Adapun bidang utama dalam perkembangan teknologi adalah teknologi 
                                            
       
1
 Globalisasi adalah sebuah teori, argumen atau pendapat bahwa negara dan 
kelompok yang dibangun menjadi sebuah disiplin untuk memberikan batasan sebagai 
jika mereka adalah pasar tunggal yang berinteraksi pada keseluruhan wilayah dunia 
tanpa batas.  
       
2
 Modernisasi adalah pergeseran sikap mentalitas sebagai warga masyarakat untuk 
dapat hidup sesuai denga tuntutan masa kini. 
       
3
 C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan (Yogyakarta:Kanisius,1998), Hlm. 18. 
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bangunan dan konstruksi, biomedis, energi, industri, informasi dan 
komunikasi, lingkungan, militer, pendidikan, pertanian, transportasi, 
ilmu terapan dan ilmu teknik.4 Di abad 21, teknologi di bidang informasi 
dan komunikasi mengalami perkembangan yang signifikan. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat 
disebabkan oleh karakteristiknya yang dapat mengubah pandangan 
manusia akan jarak dan waktu menjadi semakin pendek dan tanpa 
sekat serta penghalang.5 
 Dilihat dari aspek implementasinya, teknologi informasi dan 
komunikasi memerlukan instrumen untuk dapat diaplikasikan secara 
nyata di dalam kehidupan yaitu alat komunikasi dan saluran informasi.6 
Alat komunikasi dan saluran informasi adalah instrumen yang menjadi 
kesatuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Keduanya berjalan 
bersama-sama membentuk suatu fungsi untuk mewujudkan keinginan 
dan kemudahan manusia. Dalam perkembangan instrumen tersebut 
lahirlah komputer yang sekarang menjadi ikon teknologi informasi dan 
komunikasi. 
 Komputer merupakan sebuah pencapaian luar biasa di bidang 
teknologi informasi dan komunikasi. Komputer dengan segala 
kompleksitasnya membawa manusia ke era digital yaitu sebuah era 
                                            
       4 Wikipedia.com, “Teknologi”, http://ms.wikipedia.org/wiki/Teknologi, diakses pada 
13 November 2014 Pukul 18.26 WITA. 
       
5
 H.A.R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif 
Abad 21 (Magelang: Tera Indonesia,1998), Hlm. 289. 
       
6
 Y. Maryono, B. Patmi Istiana, Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 (Yogyakarta: 
Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 3. 
3 
 
ketika  data informasi bisa ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Di 
era digital, komputer mendapatkan tempat yang khusus di tengah 
masyarakat karena memiliki fungsi serta manfaat yang sangat besar. 
Kemampuan komputer untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak 
terlepas dari komponen-komponennya yang terus mengalami 
peningkatan seiring berjalannya waktu. 
 Untuk dapat menjalankan sistem informasi dan komunikasi 
berbasis komputer, pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang 
sifatnya fisik tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik 
yaitu software. Secara garis besar, komponen utama komputer adalah 
perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) ,dan orang 
(brainware).7 Pentingnya perangkat lunak dalam keseluruhan proses 
pengolahan data secara elektronik terlihat jelas pada kenyataan bahwa 
kecanggihan perangkat keras hanya dapat bekerja secara optimal 
dengan perangkat lunak yang sesuai.8 
 Saat ini sudah banyak jenis-jenis perangkat lunak yang 
berkembang di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan 
manfaat. Saat ini perangkat lunak tidak hanya sekedar alat untuk 
membantu kegiatan perkantoran tetapi juga sampai pada rekayasa 
multimedia. Perkembangan perangkat lunak ini menciptakan berbagai 
keuntungan baik dari pihak pengembang sebagai pencipta maupun dari 
                                            
       
7
 Abdul Kadir, Terra Ch. Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi (Yogyakarta: 
ANDI, 2005), Hlm. 9. 
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pihak konsumen sebagai pengguna. Perangkat lunak yang sudah 
dijadikan sebagai produk komersil dan menjadi bisnis telah 
menghasilkan ribuan bahkan jutaan dollar dari hasil penjualan software. 
Sebagai contoh perusahaan instuit yang bergerak di bidang ritel 
software mendapatkan keuntungan dari penandatanganan kontrak 
dengan GE, Lorrie Norrington sebesar $750.000 dan pinjaman relokasi 
bebas bungan sebesar $5 juta.9 
 Perdagangan dan bisnis di bidang software memiliki potensi 
ekonomi yang sangat besar. Hal ini terbukti dari prestasi yang diraih 
oleh Bill Gates sebagai CEO perusahaan software komputer terbesar di 
dunia Microsoft Corporation, sehingga ia menjadi orang terkaya di 
dunia dengan harta mencapai $80.9 Milyar di tahun 2014.10 Potensi 
ekonomi yang dihasilkan dalam perdagangan software membuat 
banyak orang menekuni bisnis di bidang tersebut namun tidak sedikit 
yang melakukan cara-cara yang dilarang. 
 Software sebagai sebuah karya hasil ciptaan memiliki perlindungan 
dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian baik bagi ciptaan 
tersebut maupun bagi si penciptanya. Berbagai ketentuan dan 
peraturan telah dituangkan untuk memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum kepada pencipta dan ciptaannya. Ketentuan dan 
perlindungan secara hukum yang dibuat ada dalam hukum nasional 
                                            
       
9
 James A. O’Brien, Introduction to Informational Systems, 12
th
 ed (Jakarta: Penerbit 
Salemba Empat, 2005), Hlm. 153. 
       
10
 Forbes.com, The World’s Billionaire, 




maupun internasional. Selain itu, perlindungan tersebut bukan hanya 
bersifat keperdataan namun masuk ke dalam ranah pidana. 
 Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan 
dan kepastian hukum.11 Oleh karena itu, hukum sebagai sebuah 
instrumen dalam menjamin hak-hak masyarakat memiliki berbagai 
implementasi dalam melindungi hak-hak tersebut salah satunya 
menggunakan instrumen undang-undang atau peraturan tertulis. 
Dengan adanya aturan tersebut akan memberikan landasan pada 
pihak-pihak yang terkait untuk menegakkan apa yang dicita-citakan 
oleh hukum.  
Penegakan hukum dalam permasalahan Hak Cipta biasanya 
dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan yang pada umumnya 
adalah pemegang hak cipta, namun penerapan sanksi pidana di dalam 
permasalahan tersebut dapat dilakukan dalam beberapa kasus yang 
serius dan dibenarkan secara hukum untuk mengadili dalam instrument 
hukum pidana. Bahkan penjatuhan pidana penjara dapat dilakukan jika 
terbukti memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana. 
 Kejahatan dan penyalahgunaan hak cipta atas perangkat lunak 
komputer merupakan salah satu bentuk dari kejahatan mayantara atau 
biasa disebut Cybercrime. Hal tersebut dikarenakan objek dari 
kejahatan tersebut berada pada lingkungan elektronik. Kejahatan 
mayantara bukan hanya sekedar kejahatan yang terjadi dalam dunia 
                                            
       
11
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 
Prudence) (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 213. 
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maya tetapi juga kejahatan yang melibatkan unsur-unsur elektronik di 
dalamnya.  
 Di dalam perlindungan secara internasional, telah dituangkan 
beberapa konvensi dan kongres terhadap kejahatan di dalam 
penggunaan hak cipta atas perangkat lunak komputer. Di dalam 
Kongres PBB VIII/ 1990 mengenai computer related crimes 
menuangkan beberapa ketentuan mengenai penanggulangan 
kejahatan mayantara melalui kebijakan penal dan non penal yang salah 
satunya adalah mengembangkan pengamanan/ perlindungan komputer 
sebagai tindakan pencegahan (techno-prevention).12 Selain itu, pada 
Kongres PBB X/2000 dilaksanakan pembahasan khusus mengenai 
penanggulangan Pidana Mayantara.13 Selain kongres PPB, perangkat 
lunak sebagai sebuah Kekayaan Intelektual dibahas dalam part III 
Article 42 sampai dengan Article 61 TRIPSs mengenai penegakan 
hukum di bidang HKI. 
 Di dalam perlindungan hukum di Indonesia terdapat beberapa 
ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan terkait 
perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas Perangkat Lunak 
Komputer antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 
Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu terdapat beberapa 
ketentuan umum yang dapat dikaitkan dengan kejahatan terhadapa hak 
                                            
       
12
 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara (Jakarta: Jaya Grafindo, 2006), 
Hlm. 4. 
       
13
 Lihat Dokumen Kongres PBB X, A/CONF.187/L.10, tanggal 16 April 2000. 
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cipta atas perangkat lunak komputer yang diterapkan secara 
kondisional. 
 Kejahatan terhadap hak cipta atas perangkat lunak komputer 
merupakan sebuah tindak pidana yang tergolong baru. Penanganan 
dan penegakan hukum atas kejahatan tersebut perlu mendapatkan 
perhatian serius. Selain dampak kejahatan ini dari segi ekonomi, juga 
berdampak pada proses penegakan hukum kejahatan lain ke 
depannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan 
kejahatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi akan terus 
berkembang dan menjadi semakin kompleks. Salah satu peran penting 
hukum pidana terhadap masalah bersifat modern adalah pengaruhnya 
terhadap hukum yang dicita-citakan14. Hal tersebut memberikan 
kontribusi terhadap pembaruan dan pembinaan hukum yang nantinya 
akan menyesuaikan diri dengan kondisi dan tuntutan zaman dan 
pembangunan pada masa kini dan masa datang atau sering disebut 
dengan istilah ius constituendum.15 
 Adapun contoh kasus terkait dengan kejahatan terhadap hak cipta 
atas perangkat lunak komputer yang hendak penulis teliti adalah kasus 
pembajakan dan penjualan perangkat lunak komputer illegal yang 
terjadi di kota Jakarta. Adapun modus yang dilakukan oleh pelaku 
adalah penggandaan tanpa izin dari pemilik lisensi atau pemegang hak 
cipta atas software secara masal kemudian diperdagangkan di dalam 
                                            
       
14
 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), Hlm. 93. 
       
15
 Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, Pengantar Hukum 
Indonesia Cet. 2 (Makassar: AS Publishing, 2011), Hlm. 3. 
8 
 
kawasan perdagangan terkemuka di Kota Jakarta. Kawasan 
perdagangan terkemuka yang seharusnya mendapatkan pengawasan 
dari pemerintah justru menjadi lahan basah bagi para pengusaha 
tersebut untuk menjual barang-barang illegal dan meraup keuntungan  
dengan mudah. Adapun pihak yang terlibat di dalam kasus ini adalah 
pihak yang melakukan bisnis software dan pihak yang bertugas 
menggandakan software. Di dalam proses peradilannya, si pelaku 
melakukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan baik di 
pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi, 
pelaku mendapatkan pemberatan hukuman sehingga kembali 
mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Di tingkat ini, hakim 
menolak kasasi pelaku dengan berbagai pertimbangan. 
Kejahatan hak cipta atas perangkat lunak komputer menimbulkan 
berbagai permasalahan khususnya di bidang ekonomi. Tercatat bahwa 
kerugian Negara dari penggunaan software illegal sangat besar. Hasil 
kajian dari BSA dan International Data Corporation, menyebutkan 
pembajakan software di Indonesia pada 2011 mencapai 86 persen. 
Nilai komersial dari software bajakan yang dipakai diestimasi sebesar 
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 Yudha Manggala P Putra, BSA-Polri Buru Perusahaan Pengguna 'Software' Ilegal, 
http://www.republika.co.id/berita/trendtek/aplikasi/13/10/10/mugonz-bsapolri-buru-
perusahaan-pengguna-software-ilegal, diakses pada 5 november 2014 pukl 19.12 WITA. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah  
yang timbul adalah : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum hakim dalam putusan Nomor 
2277K/Pid/2006? 
2. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim 
terhadap kejahatan terhadap Hak Cipta atas perangkat lunak 
komputer dalam putusan No. 2277 K/Pid/2006 ? 
3. Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta dari hakim ke 
pencipta dalam putusan Nomor 2277K/Pid/2006 ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum hakim 
dalam putusan Nomor 2277K/Pid/2006 
b. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum 
hakim dalam memutus perkara kejahatan terhadap hak cipta 
atas perangkat lunak komputer dalam putusan No. 2277 
K/Pid/2006 
c. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta dari hakim 





2. Manfaat Penelitian 
a. Hasil penelitian digunakan untuk mengetahui dan memahami 
perlindungan hukum hak cipta atas perangkat lunak 
komputer di Indonesia 
b. Hasil penelitian dapat memberi gambaran secara jelas 
mengenai pertimbangan hakim dalam mengambil dan 
menjatuhkan putusan terhadap kejahatan terhadap hak cipta 
atas perangkat lunak komputer dalam putusan No. 2277 
K/Pid/2006 
c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi, sumber 
pengetahuan baru baik dari kalangan mahasiswa maupun 
kalangan akademisi dan praktisi dalam mengembangkan 
ilmu pengetahuan di bidang Cyber crime secara umum dan 







A. Tindak Pidana dan Putusan Hakim 
1. Definisi tindak pidana 
Dilihat dalam garis besarnya, hukum pidana merupakan  
bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan tentang:17 
a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan dengan) 
larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif 
maupun pasif/negative) tertenut disertai dengan ancaman 
sanksi berupa pidana(straf) bagi yang melanggat larangan 
itu. 
b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/ 
harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi 
pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang 
dilanggarnya 
c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan 
Negara melalui alat-alat perlengkapannya (missal polisi, 
jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai 
pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara 
menentukan, menjalankan, dan melaksanakan sanksi pidana 
terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang 
boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa 
pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan 
mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam 
upaya Negara menentukan hukum pidana tersebut. 
 
S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana 
jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut:18 
Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan 
pada,tempat,waktu,dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di 
lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab). 
                                            
       
17
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 
Hlm. 2. 
       
18
 Sianturi, S.R, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, 
Jakarta: Alumni, hlm. 207. 
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2. Jenis tindak pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, 
yaitu sebagai berikut:19 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan menjadi 
kejahatan(misdrijven) yang dimuat dalam buku II dan 
pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III.  
b. Menurut cara merumuskannya dibedakan menjadi tindak 
pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil 
(materiel delicten).  
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan menjadi tindak 
pidana dengan sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana 
dengan tidak disengaja (culpose delicten).  
d. Berdasarkan macam perbuatannya dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi 
dan tindak pidana pasif/negatif dapat juga disebut sebagai 
tindak pidana omisi.  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya maka dapat 
dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ 
berlangsung terus.  
f. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus.  
g. Berdasarkan sudut objek hukumnya dibedakan menjadi 
tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (yang 
dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi 
tertentu).  
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan makan dapat dibedakan menjadi tindak pidana 
biasa dan tindak pidana aduan. 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka 
dapat dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, tindak 
pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.  
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi maka 
terbagi menjadi tindak pidana terbatas macamnya 
bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti 
tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap harta 
benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap 
nama baik, terhadap kesusilaan dan sebagainya.  
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 Adami Chazawi, Op.Cit, Hlm. 121 
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k. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan 
tindak pidana berangkai.  
 
3. Unsur tindak pidana 
Untuk menyimpulkan seseorang dapat dikategorikan melakukan 
tindak pidana, maka perlu diketahui unsur atau elemen perbuatan 
pidana yaitu:20 
a. Kelakuan dan akibat 
Pada Hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari 
unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung 
kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya 
memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
Menurut van Hamel, hal ikhwal atau keadaan tertentu dibagi 
menjadi dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang 
melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar sisi pelaku. 
Contoh golongan pertama adalah menjadi pegawai negeri 
diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP 
dan seterusnya. Kalau hal menjadi pejabat Negara tidak ada 
maka tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. Contoh 
golongan kedua adalah missal pada Pasal 160 KUHP, 
pengusutan harus dilakukan di tempat umum. Dalam Pasal 332 
(melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui 
oleh wanita yang dilarikan sedangkan pidak orang tuanya tidak 
menyetujuinya. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur yang 
memberatkan pidana. Contoh: penganiayaan menurut Pasal 
351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjawa paling 
lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan 
menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan 
menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan kematian manjadi 
tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3). 
d. Unsur melawan hukum yang objektif  
Adakalanya rumusan dalam ketentuan tindak pidana belum 
cukup jelas menyatakan unsur-unsur tindak pidana sehingga 
perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan 
sifat melawan hukumnya. Contoh dalam Pasal 167 KUHP 
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Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 69  
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melarang untuk masuk ke dalam rumah, ruangan, atau 
pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan 
melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah 
orang lain dianggap tidak cukup untuk menyatakan 
kepantangannya sehingga harus ditambah dengan unsur 
melawan hukum.  
e. Unsur melawan hukum yang subjektif 
Unsur melawan hukum yang subjektif adalah kesalahan atau 
pelanggarannya terletak dihati terdakwa sendiri. Seperti 
rumusan pencurian yang mencantumkan maksud pengambilan 
untuk memiliki barang secara melawan hukum. 
 
4. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah istilah yang 
ditujukan pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk 
menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 
dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi 
atau tidak.21 
Menurut pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Kemampuan berfikir pembuat (dader) yang memungkinkan 
ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia 
menentukan perbuatannya 
b. Ia dapat menentukan akibat perbuatannya 
c. Ia dapat menentuknan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya. 
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 Amir Ilyas, Op.Cit, Hlm. 73. 
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Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut 
G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:22 
a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti 
atau menginsyafi nilai dari perbuatannya 
b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut 
tatacara kemasyarakatan adalah dilarang 
c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatannya 
 
5. Pengertian Putusan Hakim  
 Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan 
pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara 
pidana. Dengan adanya putusan hakim ini diharapkan para pihak 
dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh 
kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat 
mempersiapkan langkah berikutnya terkait penjatuhan putusan. 23 
Dalam KUHAP, putusan pengadilan didefinisikan sebagai berikut:24 
 “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan 
 terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 
 lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut 
 cata yang diatur dalam undang-undang”. 
6. Jenis-jenis Putusan Hakim 
Di dalam sistem hukum Acara pidana Indonesia pada pokoknya 
dikenal dua jenis putusan pengadilan yaitu:25 
a. Jenis putusan yang bersifat formil 
                                            
       
22
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1997), Hlm. 397. 
       
23
 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif,Teoritis, Praktik dan 
Permasalahannya (Bandung: Alumni, 2007), Hlm. 201.  
       
24
 BAB I angka 11 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 
1981) 
       
25
 Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana 
(Bandung: Angkasa, 1990), Hlm.197 
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b. Jenis putusan yang bersifat materil 
Jenis putusan yang bersifat formil adalah putusan yang bukan 
merupakan putusan akhir yaitu: 
1) Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya 
pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (onbevoedge 
verklaring), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. 
2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat 
dakwaan penuntut umum batal (nietig verklaring van de 
acte van verwijzing) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. 
3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan 
penuntut umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 
verklaard) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. 
4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara 
oleh karena ada perselisihan kewenangan. Putusan ini 
diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan 
dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya 
putusan dari hakim perdata. Pasal 284 KUHAP. 
Putusan hakim yang bersifat materil merupakan putusan 
pengadilan yang merupakan putusan akhir yaitu: 
1) Putusan yang menyatakan terdakwa terbebas dari 
dakwaan (vrijspraak) Pasal 191 ayat (1) KUHAP. 
2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan 
dari segala tuntutan hukuman (ontslag van alle 
rechtvervolging) Pasal 191 ayat (2) KUHAP 
3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (veroordeling) 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP 
Sedangkan menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan 
yaitu:26 
1) Putusan deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat hanya 
menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum 
semata-mata. 
2) Putusan konstitusif, yaitu putusan yang meniadakan 
suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan 
hukum yang baru. 
3) Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang berisi 
penghukuman, 
 
7. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
a. Pertimbangan yuridis 
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 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,  Hukum Acara Perdata 
dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2009) Hlm. 109. 
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Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, 
terlebih putusan bebas  (vrijspraak), hakim harus benar-benar 
menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-
masing. 
Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat 
ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah 
pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian 
tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya 
pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan 
jahat dari terdakwa.27 
Lilik mulyadi mengemukakan bahwa:28 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat 
menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh 
penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan 
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 Asna Intan Puspita Nada, Masruchin Ruba’i , Prija Djatmika, Dasar Pertimbangan 
Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan Ii 
Sampai Dengan Golongan Iv (Jurnal Magister Hukum S2 Universitas Brawijaya, Malang), 
Hlm. 4  
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 Lilik Mulyadi,  Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan,dan Permasalahannya ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 193 
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b. Pertimbangan sosiologis 
Salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah : 
“Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) 
Undang-Undang No. 48  Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat”.  
 
Dalam hal ini, yang perlu diperdalam adalah kemampuan 
profesional dalam menggali dan menjabarkan proses  
penegakan hukum atas suatu peristiwa atau kasus yang 
konkret. Setidaknya aspek-aspek penegakan hukum oleh 
Hakim sebagai berikut:  
1) Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat.  
2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta 
nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang 
memberatkan terdakwa.  
3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, 
kesalahan,peranan korban.  
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan.  
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan 
rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam 
pergaulan hidup.  
 
c. Pertimbangan Subyektif 
 Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 
Undang-Undang.Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku 
(seseorang atau beberapa orang).Dilihat dari unsur-unsur 
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pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan 
sebagai  peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 
adalah sebagai berikut :29 
1) Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan 
tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai 
sesuatu yang merupakan peristiwa.  
2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang 
dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan 
sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi 
ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya 
benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan  
pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat 
ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan 
yang tidak dapat dipersalahkan dan pelaku pun tidak 
perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak 
dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan 
oleh seseorang atau beberapa orang dalam 
melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang 
lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan 
darurat.  
3) Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang tersebut dapat 
dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan 
oleh ketentuan hukum.  
4) Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang 
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau 
tindakannya nyata atau jelas bertentangan dengan 
aturan hukum.  
5) Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada 
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan 
atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan 
ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. 
Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas 
berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan 
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 Nur Ikhsan Fiandy, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), Hlm. 41 
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oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan tidak dimuat 
ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu 
dalam tindak pidana, maka pelaku tidak perlu 
melaksanakan hukuman tertentu. 
 
B. Hak cipta 
1. Definisi 
Hak Cipta diatur dan diancam berdasarkan Anteurswet 1912 
(Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912), yang berkenaan dengan 
penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan 
kesusastraan. Hak cipta berdasarkan Anteurswet 1912 merupakan 
Hak Mutlak.30 
Hak cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau penerima 
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 
memberikan izin untuk itu, dengan tidan mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.31 Hak cipta merupakan salah satu dari Hak Atas Kekayaan 
Intelektual yang ada di Indonesia. 
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir karena 
hasil kemampuan atau karyacipta manusia. Jika suatu 
barang/produk diciptakan dari hasil kekayaan intelektual, maka 
pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak 
moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah 
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 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hlm. 11. 
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 Lihat Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
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hak yang melekat pada diri si pencipta yang tidak dapat dihilangkan 
atau dihapus tanpa alas an apapun.32 
2. Ciri-ciri Hak Cipta 
Sifat hak cipta merupakan bagian dari hak milik yang abstrak 
yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari 
gagasan serta pikiran. Pemilik hak cipta bersifat ekslusif, yaitu hak 
yang mempunyai kemampuan untuk melahirkan hak yang baru. 
Jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada 
satu ikatan hak seperti dalam pemakaian dan pengalihannya. 
Di dalam Undang undang Hak Cipta terdapat ciri utama hak 
cipta yaitu: 33 
a. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1) 
b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan (Pasal 3 ayat 2) 
c. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta setelah meninggal 
dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat. 
Hak cipta tidak dapat disita kecuali diperoleh secara 
melawan hukum (Pasal 4) 
 
3. Jenis Ciptaan yang Dilindungi 
Dalam Pasal 19 UU 19/ 2002 ditetapkan ketentuan sebagai 
berikut:34 
a. Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah 
ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra 
yang mencakup: 
                                            
       
32
 Nurachmad, Segala tentang HAKI Indonesia Buku Pintar Memahami Aturan HAKI 
Kita (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), Hlm. 15. 
        
33
 Hasbir Paserangi & Ibrahim Ahmad, Perlindungan Hukum Hak CIpta Perangkat 
Lunak Komputer Dalam Hukungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia 
(Jakarta: Rabbani Press, 2011), Hlm. 27 
      
34
 Ibid, Hlm. 93 
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1) Buku, program komputer, pamphlet, susunan perwajahan 
(lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 
karya tulis lain; 
Buku ataupun pamphlet merupakan karya tulis yang 
dilindungi hak cipta. Demikian pula perwajahan (lay out) 
karya tulis lazimnya disebut typhological arrangement, yaitu 
aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis 
yang mencakup format, hiasan, warna, dan susunan atau 
tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilan 
wujud yang khas.  
Program komputer juga dilindungi sebagaimana diatur 
dalam artikel 1 paragraf 1 TRIPs : 
“computer program whether in source code or object 
code, shall be protected as literary under the berne 
Convention (1971)” 
2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis 
dengan itu; 
Ceramah, uliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis itu 
dapat dilindungi hak cipta. Hanya saja menurut konsep 
common law system hal tersebut harus diwujudkan dalam 
media ekspresi tertentu sehingga dapat dibaca, didengar 
dan dilihat. Sedangkan menurut civil law system tidak 
menysaratkan adanya perwujudan (fiksasi) meski ceramah, 
kuliah, dan pidato disampaikan secara lisan, tetap dilindungi 
hak cipta.  
3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan 
dan ilmu pengetahuan 
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan penddikan 
dan ilmu pengetahuan mencakup alat peraga, baik yang 
berbentuk 2 maupun 3 dimensi yang berkaitan dengan 
geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan 
lain merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta. 
4) Lagu atau musik atau tanpa teks; 
Lagu atau musik dengan dan atau tanpa teks 
dimaksudkan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun 
terdiri atas unsur lagu dan melodi, syair atau lirik, dan 
aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang 
dilindungi hak cipta. 
5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan 
dan pantomim; 
Ciptaan drama musical, koreografi, pewayangan, dan 
pantomim termasuk ciptaan yang dilindungi hak cipta. Dalam 
hal ini seyogyanya termasuk scenario atau naskah 
pembuatan film. Akan tetapi, ciptaan ini tingkat keaslian dan 
kreativitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki 
kontribusi atas pembuatan ciptaan tersebut. 
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6) Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, 
gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, 
kolase, dan seni terapan yang berupa seni kerajinan 
tangan; 
Seni rupa dalam segala bentuk yang meliputi seni lukis, 
gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, dan seni terapan 
tanpa mempertimbangkan berkualitas artistic atau tidak. 
7) Arsitektur; 
Arsitektur yang meliputi seni gambar bangunan, seni 
gambar miniature, dan seni gambar maket bangunan 
terlepas penilaian bangunan atau model bangunan 
berkualitas artistik atau tidak. 
8) Peta; 
Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam 
dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di 
bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu 
bidang datar dengan skala tertentu meski derajat keaslian 
patut dipertanyakan. 
9) Seni batik;  
Seni batik yang dibuat secara konvensional dilidungi 
sebagai bentuk hak ciptaan tersendiri. Batik sebagai karya 
yang memiliki nilai seni, baik pada ciptaan motif, gambar, 
maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan batik 
adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan 
bangsa Indonesia seperti seni songket, ikat, dan lain-lain. 
10) Fotografi;  
Untuk ciptaan fotografi atau sejenis, tetapi bukan film 
dapat dilindungi hak cipta asalkan memenuhi persyaratan 
keaslian. 
11) Sinematografi; 
Karya sinematogradi film diartikan sebagai karya cipta 
seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa 
pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas 
sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, 
piringan video atau jenis bahan hasil penemuan teknologi 
lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukran proses 
kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya dengan atau 
tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau 
ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, 
dan atau lainnya. 
12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, 
dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. 
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan 
karya lain hasil pengalihwujudan misalnya patung menjadi 
lukisan atau novel menjadi film merupakan ciptaan yang 
dilindungi oleh hak cipta. 
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b. Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam angka 9) dilindungi 
sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak 
cipta atas ciptaan asli 
 
c. Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum 
diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan 




4. Jenis tindak pidana atas hak cipta 
Tindak pidana atas hak cipta dijelaskan di dalam Pasal 112 – 
120 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
yaitu : 
a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan 
menghilangkan, mengubah atau merusak atau membuat 
tidak berfungsinya informasi elektronik Hak Cipta  untuk 
Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk penyewaan hak 
cipta secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta dalam bentuk penerjemahan Ciptaan, 
pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian 
Ciptaan, pertunjukan Ciptaan dan/atau Komunikasi Ciptaan 
untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
d. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta dalam bentuk penerbitan Ciptaan, 
Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, 
Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau 
Pengumuman Ciptaan  untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
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dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) 
e. Setiap Orang yang memenuhi unsur penerbitan Ciptaan, 
Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, 
Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau 
Pengumuman Ciptaan dalam bentuk pembajakan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 
f. Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam 
segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui 
membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat 
perdagangan yang dikelolanya dipidana dengan pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 
g. Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang 
dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara 
Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, 
atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau 
periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam 
media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan 
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 
h. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk penyewaan atas 
Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk Penyiaran atau 
Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan, Fiksasi 
dari pertunjukannya yang belum difiksasi, dan/atau 
penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses 
publik untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
j. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk Penggandaan atas 
Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun 
dan/atau Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau 
salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
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pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
k. Setiap Orang yang memenuhi Penggandaan atas Fiksasi 
pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun dan/atau 
Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya 
yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 
l. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk 
penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
m. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk 
penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk 
apapun, pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya, 
dan/atau penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa 
kabel yang dapat diakses publik untuk Penggunaan Secara 
Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
n. Setiap Orang yang memenuhi unsur penggandaan atas 
Fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian 
atas Fonogram asli atau salinannya, dan/atau penyediaan 
atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses 
publik yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 
o. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk 
Penyiaran ulang siaran, Komunikasi siaran, Fiksasi siaran, 
dan/atau Penggandaan Fiksasi siaran untuk Penggunaan 
Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
p. Setiap Orang yang memenuhi unsur Penggandaan Fiksasi 
siaran yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 
q. Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin 
operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti 
dipidana dengan pidana penjara paling lama  4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
5. Perangkat Lunak Komputer 
a. Definisi Komputer35 
Dari segi bahasa, komputer berasal dari bahasa latin 
computare yang berarti menghitung (to compute). Jika dicermati 
lebih dalam, sepatutnya istilah komputer tidak hanya diartikan 
dalam artian perangkatnya saja melainkan juga keberadaan 
subjek pelakunya. Sesuai perkembangannya , terjadi 
pembedaan antara istilah komputer dengan istilah kalkulator 
dimana komputer ditujukan untuk tujuan yang lebih luas. Untuk 
melihat keberadaan komputer sebagai perangkat pengolah 
informasi, ada dua hal yang merupakan esensi yaitu: 
1) Komputer dibuat untuk menjalankan fungsi-fungsi 
tertentu (Input, Proses, Output, Storage, dan 
Communication) 
2) Komputer terdiri atas komponen-komponen yang 
membentuknya sebagai suatu sistem. 
b. Unsur-unsur komputer 
 Komputer terdiri atas beberapa komponen yaitu: 
1) Perangkat keras (Hardware) 
                                            
       
35
 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian) (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2005), Hlm. 57 
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  Perangkat keras komputer berdasarkan fungsi-fungsinya 
terdiri atas perangkat masukan (input devices), perangkat 
keluaran (output devices), perangkat pemrosesan (Central 
Processing Unit/ CPU) dan perangkat penyimpanan (storage 
devices). 36 
2) Perangkat lunak (Software) 
 Software adalah sekumpulan data elektronik yang 
disimpan dan diatur oleh komputer, dapat berupa program 
atau perintah instruksi yang akan menjalankan suatu 
perintah.37 
3) Sumber Daya Manusia (Brainware) 
 Brainware merupaan manusia yang mengoperasikan 
dan mengendalikan sistem komputer. 
c. Definisi software 
 Perangkat lunak (Software) atau dikenal dengan sebutan 
program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk 
mengendalikan komputer sehigga komputer dapat melakukan 
tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya.38 
d. Jenis-jenis Software 
                                            
       
36
 Ibid. Hlm. 63. 
       
37
 Salhazan Nasution, Pengantar Komputer (Software & Brainware)(Bahan Kuliah 
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 
2011/2012), Hlm. 3 
       
38
 Abdul Kadir & Terra Ch Triwahyuni, Op.Cit, Hlm. 8 
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 Berdasarkan fungsinya, perangkat lunak terbagi menjadi dua 
yaitu:39 
1) Perangkat lunak aplikasi (application software) 
Perangkat lunak aplikasi adalah program yang biasa 
dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang 
spesifik : misalnya membuat dkumen, memanipulasi foto, 
atau membuat laporan keuangan. Perangkat lunak aplikasi 
dapat digolongkan menjadi: 
a) Perangkat lunak hiburan seperti game, pemutar 
musik dan film; 
b) Perangkat lunak pendidikan seperti kamus digital 
dan ensiklopedia digital; 
c) Perangkat lunak produktivitas kerja seperti Microsoft 
office (word, excel dan power point), CorelDraw dan 
Photoshop; 
d) Perangkat lunak bisnis seperti IHSG app; 
e) Perangkat lunak khusus; 
 
2) Perangkat lunak sistem (system software/ support 
software)  
Perangkat lunak sistem adalah program yang digunakan 
untuk mengontrol sumber daya komputer, seperti CPU dan 
peranti masukan (input device) dan peranti keluaran (output 
device). Kedudukan program ini adalah sebagai perantara 
antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. 
Perangkat lunak sistem dapat berupa sistem operasi, utilitas, 
device driver, dan penerjemah bahasa. 
a) Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang 
berfungsi sepenuhnya untuk mengendalikan sistem 
komputer seperti Windows, Linux dan iOS. 
b) Utilitas adalah program yang dipakai secara langsung 
oleh pemakai untuk melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan pengendalian atau pengalokasian 
sumber daya dalam sistem komputer seperti ScanDisk 
pada Windows yang berfungsi membaca Storage 
External sebuah perangkat. 
c) Device driver adalah program yang berfungsi untuk 
membantu komputer mengendalikan perangti peripheral 
seperti program bawaan printer agar komputer dapat 
mengenali printer tersebut dan digunakan pada komputer 
tersebut. 
                                            
       
39
 Ibid, Hlm. 222. 
Table 1 Hubungan pemakai (brainware), program (software)  dan perangkat keras (Hardware) 
30 
 
Pengadilan Tinggi di Arnhem telah memutuskan bahwa Program 
Komputer dapat ditafsirkan sebagai enig goed (suatu benda) 
seperti tersebut dalam Pasal 431 WvS Belanda (Pasal 372 
KUHP Indonesia).40 
 
C. Cyber crime 
1. Definisi dan Ruang Lingkup Cyber crime 
Cyber crime merupakan sebuah istilah yang tergolong baru di 
dalam dunia hukum. Cyber crime atau pidana mayatantara41 adalah 
sebuah dimensi baru dalam perilaku anti social masyarakat.42 
Cyber crime pada awalnya muncul dan berkembang dalam 
lingkungan hukum internasional. 
Menurut sejarah, Cyber crime berawal pada tahun 1983 saat 
teknologi informasi komunikasi berbasis komputer berkembang. 
                                            
       
40
 Andi Hamzah, Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1996), Hlm. 45 
       
41
 Barda Nawawi, Op.Cit 
       
42
 Vladimir Golubev, Cyber crime and Logal Problems of Internet Usage, 
http://www.crime-research.org/library/Cyber.htm, diakses pada Kamis 13 November 2014 
Pukul 18.24 WITA. 
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Kalangan anak muda berumur 16 sampai 22 tahun yang 
menamakan dirinya sebagai 414s melakukan peretasan (Hacking) 
terhadap 60 sistem komputer termasuk sistem komputer Pusat 
Kanker Memorial Sloanketterting, Pusat Laboratorium Nasional Los 
Alamos dan sistem keamanan Pacific Bank di Los Angeles.43 
Cyber crime mulai mendapatkan perhatian khusus di kalangan 
internasional pada tahun 1990 pada kongres PBB VIII/ 1990. Di 
dalam kongres tersebut lahir resolusi PBB mengenai computer 
related crimes. Di dalam kongres PBB setelahnya yaitu kongres 
PBB X/2000 di wina membagi Cybercrime ke dalam dua istilah 
yaitu CC dan CRC.44 Hal itu dijelaskan dalam dokumen sebagai 
berikut: 
Dua subkategori kejahatan Cyber ada : 
( a) kejahatan Cyber dalam arti sempit ( " computercrime " ) : 
setiap perilaku ilegal diarahkan dengan cara operasi ofelectronic 
yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang 
diolah oleh mereka ; 
( b ) Cyber kejahatan dalam arti luas ( " kejahatan yang 
berkaitan dengan komputer " ) : setiap ilegal behaviourcommitted 
dengan cara , atau berhubungan dengan , sebuah computersystem 
atau jaringan , termasuk kejahatan seperti illegalpossession , 
menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui komputer 
sistem atau jaringan. 
Di dalam background paper tersebut menjelaskan bahwa 
definisi Cyber crime dibagi menjadi dua kategori yaitu Cyber crime 
dalam arti sempit yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap sistem 
                                            
       
43
 Susan W. Brenne, Criminal Threats from Cyberspace (California: GreenWood 
Publishing Group, 2010), Hlm. 
       
44
 “Background paper” Kongres PBB X untuk Workshp on crimes related to the 
computer network, dokumen A/CONF.187/10.3-2-1000, Hlm.5 
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komputer/ jaringan komputer. Sedangkan Cyber crime dalam arti 
luas adalah kejahatan yang dilakukan dengan sarana sistem 
komputer/jaringan komputer dan kejahatan di dalam sistem 
komputer/jaringan komputer. Lingkup cakupan kejahatan siber 
pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, 
pemfitnahan dan pemalsuan45. 
2. Jenis-jenis Cyber crime 
Jika kita mengacu pada draf Cyber crime Convention , jenis-
jenis Cyber crime di jabarkan sebagai berikut :46 
a. Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan 
ketersediaan sistem komputer 
1) Akses secara ilegal : sengaja memasuki/mengakses 
sistem komputer tanpa hak 
2) Illegal Interception : Sengaja dan tanpa hak 
mendengarkan/menangkap secara diam-diam 
pengiriman (transmisi) dan pemancaran (emissi) data 
komputer yang tidak bersifat public ke, dari, atau di 
dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu 
teknis. 
3) Data Interfrence : Sengaja dan tanpa hak melakukan 
perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan 
data komputer. 
4) System Interfrence : sengaja melakukan rintangan/ 
gangguan serius tanpa hak terhadap berfungsinya 
sistem komputer. 
5) Misuses of Devices : penyalahgunaan perlengkapan 
komputer, termasuk program komputer, password 
komputer, kode masuk. 
b. Kejahatan terhadap Komputer 
1) Computer related Forgery : pemalsuan data autentik 
menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan 
sebagai data autentik 
2) Computer related Fraud : penipuan dengan cara 
memasukkan, mengubah, menghapus data komputer, 
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atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/ 
sistem komputer, dengan tujuan memperoleh 
keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri maupun orang 
lain. 
c. Pelanggaran pornografi terhadap Anak 
Delik yang berhubungan dengan pornografi anak meliputi: 
1) Memproduksi dengan tujuan didistribusikan melalui 
sistem komputer; 
2) Menawarkan melalui sistem komputer; 
3) Mendistribusi atau mengirim melalui sistem komputer;  
4) Memperoleh melalui sistem komputer; 
5) Memiliki di dalam sistem komputer atau di dalam media 
penyimpan data. 
d. Pelanggaran terkait Hak CIpta dan Hak terkait 
1) Pelanggaran hak cipta atas karya sastra dan seni sesuai 
konvensi paris 1971 dengan tujuan komersial melalui 
sistem komputer 
2) Pelanggaran terhadap hak cipta atas rekaman dan 
pertunjukan sesuai konvensi roma dengan tujuan 
komersial melalui sistem komputer 
3) Pengecualian yang ditetapkan dalam konvensi 
e. Kewajiban tambahan dan sanksi 
1) Mencoba atau membantu bersekongkol 
2) Pertanggungjawaban korporasi 






A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data 
dan informasi mengenai masalah yang akan dibahas adalah wilayah 
Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih wilayah 
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena merupakan wilayah 
domisili penulis sehingga akan mempermudah pengolahan data dalam 
proses penelitian. Adapun putusan yang akan dijadikan sebagai objek 
penelitian merupakan putusan yang diakses melalui Pusat Direktori 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Online.47 Pengumpulan 
data dan informasi dilakukan di berbagai tempat yang penulis anggap 
dapat memberikan konstribusi dalam penelitian ini.. Tempat-tempat 
yang dimaksud adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin terkait 
referensi yang akan digunakan penulis di dalam penelitian ini. Selain 
itu tempat-tempat yang akan dijadikan sumber informasi terkait 
permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah Kepolisian 
Wilayah Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis yang 
didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis adalah 
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penelitian dengan mengkaji norma hukum dan perundang-undangan 
yang memiliki relevansi dengan muatan hukum masalah yang 
diangkat. Di dalam penelitian ini, sumber data yuridis adalah putusan 
Mahkamah Agung Nomor 2277 K/Pid/2006 yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga membutuhkan data dari 
berbagai sumber baik melalui literatur maupun penelitian yang telah 
dilakukan oleh pihak lain sebelumnya. 
Penulis juga akan melakukan penelitian di lapangan. Penelitian di 
lapangan ini melibatkan pihak-pihak terkait dengan permasalahan 
yang diteliti seperti pihak kepolisian dan Pengadilan wilayah Makassar 
sebagai sampel untuk mengetahui proses penegakan hukum dalam 
masalah yang diangkat. Selain itu, penelitian ini melibatkan pihak-
pihak yang memiliki hubungan dalam masalah ini seperti pengusaha/ 
penjual software komputer sebagai pelaku usaha dan masyarakat dari 
berbagai golongan seperti mahasiswa maupun masyarakat lain terkait 
konsumen. 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder.48 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama.  
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2. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, 
dan sebagainya. 
Jenis data sekunder adalah: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang  
 mengikat dan terdiri dari:: 
1) Norma atau kaeah dasar, yaitu Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 
2) Peraturan Dasar 
a) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 
b) Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat 
3) Peraturan Perundang-Undangan: 
a) Undang-undang dan peraturan yang setaraf, 
b) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, 
c) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, 
d) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, 
e) Peraturan-peraturan daerah. 
4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, 
4) Yurisprudensi 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau 
pendapat pakar hukum. 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
danbahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan 
eksiklopedia. 
Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan  (field 
research), yaitu pihak – pihak yang dianggap memiliki 
kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan  
dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara.Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka  (library 
research), yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan 
perundang-undangan, yurispudensi, dan karya ilmiah yang ada  
hubungannya dengan objek penelitian.  
2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan  (field 
research), yaitu pihak – pihak yang dianggap memiliki 
kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan 
dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Studi Pustaka 
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Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara 
menganalisis bahan – bahan pustaka yang terkait dengan 
permasalahan yang dikaji,  baik itu bersumber dari  bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier. 
2. Wawancara dan interview 
3. Kuesioner 
D. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan 
menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah 
analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang 
telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran 
kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau 
pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat 
mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum 
sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir 
dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang 
menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Kejahatan Hak Cipta atas Perangkat Lunak Komputer merupakan 
dimensi baru dalam hukum pidana materil di Indonesia. Eksistensi 
kejahatan ini berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi. Kejahatan ini tidak hanya berbicara mengenai hukum 
pidana tetapi banyak melibatkan unsur-unsur perdata dan hukum 
internasional di dalamnya. Kejahatan hak cipta melibatkan banyak pihak 
yang terlibat, selain pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dari segi 
penegakan hukum, juga melibatkan pencipta/pemegang hak cipta, 
konsumen dan pelaku usaha di dalamnya. 
 Di dalam perlindungan hukumnya, ada beberapa undang-undang 
yang mengatur mengenai hak cipta dan perbuatan yang berhubungan 
dengan teknologi informasi dan komunikasi antara lain Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang  Sarana Produksi Berteknologi Tinggi 
untuk Cakram Optik. Perlindungan Hukum hak cipta atas perangkat lunak 
komputer di Indonesia masih berfokus pada kegiatan untuk kepentingan 
komersial yaitu melakukan perbuatan yang dilarang di dalam UU Hak 
Cipta untuk kepentingan usaha sehingga para konsumen yang melakukan 
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pelanggaran tersebut untuk kepentingan pribadi tidak bisa dihukum 
berdasarkan UU hak cipta. 
 Berdasarkan persoalan tersebut maka penulis terlebih dahulu 
membahas mengenai uraian peristiwa sebagai berikut:  
A. Penerapan hukum hakim dalam putusan Nomor 
2277K/Pid/2006 
 Penerapan hukum atau implementasi hukum Yakni 
Pelaksanaan norma hukum dalam kasus/putusan/tindakan, atau 
hukum dalam keadaan konkrit (Law in concreto; Living law), 
menerapkan hukum dari Law in Book kepada Law in Action. 
Penerapan hukum tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum 
yang abstrak sifatnya pada peristiwanya49. Penerapan hukum di 
dalam kasus pada putusan No. 2277K/Pid/2006 dimulai pada 
proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian Banding yang 
dilakukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat 
kemudian Kasasi yang dilakukan oleh terdakwa di Mahkamah 
Agung. 
 Kasus ini bermula pada tanggal 19 Februari 2004 dan 21 
Februari bertempat di Pusat Perbelanjaan Toko Mangga Dua Lt.1 
Nomor 3 Jakarta Pusat secara tidak sengaja seorang saksi yang 
bernama Novizal Kristianto melihat adanya peredaran dan 
penjualan software secara illegal di sebuah toko yang bernama 
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Cyberlink. Selanjutnya saksi dan beberapa rekan membeli software 
komputer illegal tersebut untuk dijadikan barang bukti diantaranya 
adalah software operating system Windows XP+Office XP 
Professional, Microsoft office System Professional V 2003 antivirus 
Norton 2014, dan program AutoCad 2004 dengan harga sekitar Rp. 
20.000,- s/d Rp. 40.000,- per software. 
 Pada tanggal 2 April 2004 penyidik dari Mabes Polri Drs. 
Jimmy P. Sinaga melakukan penggeledahan di Toko Cyberlink Lt.1 
Nomor 3 Jakarta Pusat yang dimiliki oleh terdakwa Jimmy Rompas 
(28 tahun) dan ditemukan CD Software sejumlah kurang lebih 
1.000 Keping. Terdakwa mengakui bahwa software tersebut 
merupakan CD Software Bajakan yang tidak memiliki hak cipta dan 
dilarang oleh undang-undang yang didapat dari Andi Willy dan 
Hasan dengan harga Rp. 8.000 per keeping dan di drop seminggu 
sekali kemudian dijual dengan harga Rp. 40.000,- per keping. 
Terdakwa mendapatkan untung dari komisi yang diberikan sales 
yakni sebesar 5% s/d 10% dari harga jual. 
1. Tingkat Pengadilan Negeri  
a. Dakwaan Penuntut Umum  
Di dalam kasus perkara pembajakan software yang 
dilakukan oleh terdakwa Jimmy Rompas oleh Jaksa 
Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni sebagai berikut: 
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 Bahwa ia Terdakwa JIMMY ROMPAS, pada hari 
Jum'at tanggal 02 April 2004 atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2004, 
bertempat di Toko "CYBER LINK" Mangga II Mall Lantai 1 
No. 3 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya suatu tempat lain 
yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili dan memeriksa 
perkaranya, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan 
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak eksklusif 
bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Atau memiliki hak eksklusif untuk 
memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa 
persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan 
rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Hak 
ekslusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain 
yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau 
menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi 
berupa program komputer, perbuatan tersebut dilakukan 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
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 Pada awalnya sekitar hari Jum'at tanggal 2 April 
2004, Penyidik Mabes Polri menerima laporan dari Drs. 
Jimmy P. Sinaga yang menerangkan adanya peredaran 
perdagangan software komputer bajakan tidak sah di Pusat 
Perbelanjaan Toko Cyberlink Mangga Dua Mall Lt. 1 No. 3 
Jalan Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Pusat. Disamping 
menjual peralatan computer ternyata toko tersebut juga 
menjual software (perangkat lunak) computer bajakan. 
 pada tanggal 19 Peburari 2004 dan tanggal 21 
Februari 2004 pada saat saksi pelapor Novizal Kristianto 
berjalan-jalan di Mall Mangga Dua, tanpa diduga saksi 
melihat adanya peredaran dan penjualan software komputer 
lunak bajakan, selanjutnya saksi dan beberapa rekan 
membeli software komputer ilegal tersebut dengan maksud 
untuk dijadikan barang bukti, diantaranya adalah Windows 
XP + Office XP Profesional, Microsoft Office System 
Professional V 2003, Norton Anti Virus 2004, Auto Cad 2004, 
dengan harga sekitar Rp. 20.000,- s/d Rp. 40.000,- per 
software, kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap 
software tersebut diduga palsu. Adapun ciri-ciri software 
legal/asli atau mempunyai lisensi untuk diedarkan dan 




a. Software dijual dalam kemasan box dan dilapisi 
dengan plastik tipis ; 
b. Tiap kemasan/box berisi CD Rom/Disket, Buku 
Manual, Kartu Register, sertifikat Keaslian, Kartu 
Garansi, Nomor Serial (Serial Number) dan Nomor 
Produk (Product Number) ; 
c. Hanya dijual di setiap Authorized dealer masing-
masing anggota BSA ; 
Ciri-ciri Program: 
a. Software hanya dapat digunakan tanpa adanya defect 
(kerusakan sampingan) dengan menggunakan Nomor 
Serial dan Nomor Produk yang terdaftar di 
perusahaan-perusahaan anggota BSA ; 
b. Harga yang ada lisensinya sebesar US $ 40 dan ada 
yang US $ 400 (kurang lebih Rp. 344.000,- dan Rp. 
3.440.000,-) 
  Ciri-ciri fisik software komputer bajakan yaitu: 
a. Tidak dilengkapi dokumen manual ; 
b. Menggunakan label tulisan tangan ; 
c. Tanpa kemasan dan materi-materi ; 
d. Tidak memiliki lisensi ; 
Di dalam tuntutan pidana dari Kejaksaan Negeri Jakarta 
Pusat pada tanggal 23 Desember 2004 adalah : 
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a. Menyatakan Terdakwa JIMMY ROMPAS bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) jo pasal 12 
ayat 1 (a) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang 
Hak Cipta dalam Surat Dakwaan Pertama ; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan 
dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 
subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 
c. Menyatakan barang bukti berupa : CD software 
bajakan sejumlah + 1.757 keping dirampas untuk 
dimusnahkan ; 
d. Menyatakan Terdakwa dibebani biaya perkara 
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; 
Di dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 
1805/Pid.B/2004/PN.JKT.PS pada tanggal 10 Januari 2005 
sebagai berikut: 
a. Menyatakan bahwa Terdakwa Jimmy Rompas secara 
sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana " Menjual Barang Hasil Pelanggaran 
Hak Cipta" ; 
b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan 
46 
 
ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani apabila 
dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana 
sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir ; 
c. Menetapkan barang bukti berupa CD software 
sebanyak 1.757 keping dimusnahkan; 
d. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; 
 
2. Tingkat Pengadilan Tinggi  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 
47/PID/2006/PT.DKI. tanggal 03 April 2006 yang amar 
lengkapnya sebagai berikut : 
a. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum 
; 
b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat tanggal 10 Januari 2005 
No.1805/Pid.B/2004/PN.JKT.PST. sekedar mengenai 
kwalifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan 
sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : 
1) Menyatakan bahwa Terdakwa JIMMY ROMPAS 
secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menjual 
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kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta" ; 
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; 
3) Memerintahkan barang bukti berupa CD Sofware 
sebanyak 1.757 keping dimusnahkan ; 
4) Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara 
dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat 
banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; 
3. Putusan Mahkamah Agung (No. 2277K/Pid/2006) 
Setelah memori kasasi di ajukan oleh pihak terdakwa 
kemudian dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan 
oleh hakim sehingga hakim memutuskan: 
a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi/Terdakwa : JIMMYROMPAS tersebut ; 
b. Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut 
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi 
ini sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No. 
2277K/Pid/2006 
 Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim 
dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Pengambilan keputusan hendaknya hakim dapat melihat dengan 
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cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan alat bukti yang 
dihadirkan di persidangan. Di dalam kasus ini, terdapat tiga tingkat 
pengadilan dengan putusan yang berbeda baik di dalam judex 
factie maupun judex jurist.  
Putusan pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
didasari pada tuntutan penuntut umum bahwa terdakwa terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 72 
ayat (2) jo pasal 12 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 
tentang Hak Cipta dalam Surat Dakwaan Pertama dengan 3 (tiga) 
tahun potong tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Namun Hakim 
memberikan hukuman berupa peringanan hukuman masa 
percobaan yang merupakan sebuah bentuk dari mitigation 
punishment/leniency50 atau peringanan tuntutan atau hukuman 
sebagaimana diatur di dalam pasal 14a s/d 14f KUHP dengan 
syarat bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana selama 2 
tahun masa percobaan. Jaksa penuntut umum melakukan banding 
karena merasa bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak 
mencerminkan keadilan karena fakta dari hasil penyidikan bahwa 
terdakwa mendapatkan komisi sebesar 5-10 % dari harga jual dan 
melanggar hak ekonomi dari pemegang hak cipta.  
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Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperbaiki amar 
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari masa percobaan 
menjadi 3 tahun penjara. Pertimbangan Fakta yang terdapat di 
dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama dengan Fakta 
pada Pengadilan Negeri dengan kata lain tidak ada bukti baru yang 
muncul pada persidangan di tingkat banding. Hakim pengadilan 
Tinggi memiliki pertimbangan secara yuridis dan sosiologis didalam 
menjatuhkan putusannya. Menurut pendapat Hakim, hukuman 
penjara 3 tahun tidak bertentangan dengan hukuman materil yang 
tercantum di dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 19 tahun 
2002. Selain itu, hakim memiliki pertimbangan bahwa hukuman 
percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan 
tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pemegang hak 
cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang semata-mata 
diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain 
yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. 
Kegiatan pembajakan memberikan keuntungan kepada pelaku 
secara pribadi tanpa memberikan konstribusi secara ekonomi 
kepada pemegang hak cipta. 
Di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2277K/Pid/2006 
menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa judex 
facti (Pengadilan Tinggi) berwenang untuk mengambil alih 
pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang 
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pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri telah tepat 
dan benar. Judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan 
hukum lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil 
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. 
C. Perlindungan hukum hakim kepada pencipta dalam putusan 
No. 2277K/Pid/2006 
 Hakim sebagai penegak hukum memiliki posisi yang sangat 
penting dalam menciptakan perlindungan hukum yang 
mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 
Aspek-aspek tersebut harus tercermin dari putusan yang dibuat 
oleh hakim, secara kasuistis adalah putusan No. 2277K/Pid/2006. 
Penulis akan mengidentifikasi keberpihakan hakim di dalam 
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 
1805/Pid.B/2004/PN.JKT.PS dan putusan Pengadilan Tinggi DKI 
Jakarta No. 47/PID/2006/PT.DKI. 
 Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
1805/Pid.B/2004/PN.JKT.PS, putusan yang dijatuhkan kepada 
terdakwa yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan 
pidana tersebut tidak usah dijalani apabila dikemudian hari 
Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 
(dua) tahun berakhir tanpa adanya denda. Di dalam ketentuan 
pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta di dalam Pasal 72 ayat (2) adalah penjara paling lama 5 
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(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-, 
hakim memiliki komitmen yang rendah terhadap pemberantasan 
pembajakan atas perangkat lunak komputer. 
 Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Hakim 
memiliki pendapat lain. Hal ini terlihat dari pemberatan hukuman 
dari putusan sebelumnya 1 tahun menjadi 3 tahun penjara. Menurut 
penulis, hakim pada tingkat pengadilan tinggi memberikan 
hukuman yang bisa memberikan perlindungan pada 
pencipta/pemegang hak cipta software di dalam kasus ini sehingga 
memberikan efek kepada pihak-pihak yang berusaha melakukan 
tindak pidana yang sama di kemudian hari. 
 Pada Putusan Mahkamah Agung, permohonan Kasasi yang 
dilakukan oleh terdakwa ditolak sehingga memperkuat putusan 
Banding. Di dalam setiap tingkatan peradilan ada perbedaan 
persfektif dan komitmen para hakim jika ditinjau dari hukuman yang 
tercantum di dalam putusan. 
 Hak Cipta atas Perangkat Lunak Komputer merupakan 
sebuah tindakan yang diatur di dalam hukum perdata sebagai salah 
satu Hak Kekayaan Intelektual dan hukum pidana terkait 
penyalahgunaannya. Perlindungan hakim kepada pencipta di 
dalam perkara ini adalah sebatas pada permasalahan pidana yang 
sifatnya penghukuman atau komdenatoir.  
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 Penegakan Hukum dalam kejahatan hak cipta atas 
perangkat lunak Komputer dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan 
dan Pengadilan serta beberapa pihak yang telah diatur oleh 
peraturan perundang-undangan. Adapun subjek dari permasalahan 
ini bukan hanya dari segi pelaku baik itu pengedar/penjual dan 
pelaku pembajakan tetapi juga menyangkut masyarakat yang 
menggunakan dan memanfaatkan perangkat lunak. Berdasarkan 
argumentasi tersebut, penulis kemudian melakukan penelitian 
empiris mengenai penegakan hukum atas kejahatan hak cipta 




Di dalam kasus tersebut, terdakwa divonis oleh hakim 
dengan pasal 72 ayat (2) Jo pasal 12 ayat (1) a Undang Undang 
Hak Cipta yaitu menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang 
hasil dalam hal ini adalah program komputer. Menurut penulis, 
dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak sesuai dengan 
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebab pasal yang 
dijatuhkan tidak berdasarkan dengan alat bukti yang ada. Alat bukti 
yang disita oleh penyidik adalah CD Software yang merupakan 
media penyimpanan dari software yang diperdagangkan. Tindak 
pidana ini diatur di dalam pasal 72 ayat (9) Jo Pasal 28 ayat (1) UU 
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Hak Cipta yang mengatur tentang ciptaan yang menggunakan 
sarana produksi berteknologi tinggi seperti cakram optik (CD). Di 
tingkat pengadilan tinggi, dalam pemberatan hukuman tidak 
bertentangan dengan aturan tertulis yang ada sebab di dalam 
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 786 K/Sip/1972 memberikan 
kewenangan kepada hakim untuk mengambil alih pertimbangan 
Pengadilan Negeri yang dianggapnya benar. 
Aturan hukum mengenai software tidak hanya tertuang di 
dalam bentuk Undang-Undang tetapi juga tertuang di dalam 
peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram 
Optik (Optical Disc). Khusus untuk perangkat lunak komputer yang 
pada umumnya dijual dalam bentuk disc, apabila disc tersebut tidak 
memiliki kode produksi, maka software tersebut merupakan 
software tidak resmi atau bajakan. Terdapat dua persfektif yang 
digunakan penulis untuk memberikan komentar atas fenomena 
pembajakan perangkat lunak yaitu dari sisi penegak hukum dan 
dari konsumen. 
Berdasarkan hasil wawancara dari M.B.Y Hanafi selaku 
Kasubnip Tipiter Polrestabes Makassar yang dilakukan pada 
tanggal 17 Maret 2015 ada beberapa informasi penting terkait 
penegakan hukum atas kejahatan hak cipta atas perangkat lunak 
komputer di Kota Makassar. Kejahatan hak cipta atas perangkat 
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lunak komputer bukan hanya menyangkut proses pembajakan atau 
menggandakan perangkat lunak tanpa adanya lisensi/izin dari 
pemegang hak cipta tetapi juga menyangkut peredaran dan 
penggunaannya. Di polrestabes Makassar, penegakan hukum hak 
cipta atas perangkat lunak komputer berfokus pada kegiatan 
pembajakan dan penggunaan. 
 Peredaran perangkat lunak illegal belum menjadi prioritas 
utama dari kepolisian dengan pertimbangan yang sifatnya 
sosiologis. Hal ini didasari pengamatan kepolisian bahwa para 
pedagang tersebut hanya mengambil keuntungan yang relatif 
sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keuntungan dari 
penjualan software hanya sekitar Rp. 1.000 per keping. 
 Fokus tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada 
pada kegiatan penggandaan perangkat lunak dan penggunaan 
secara illegal. Seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada 
tahun 2014 terhadap sebuah warung internet di jalan sunu 
Makassar. Pihak warnet terbukti memparalesasikan program OS 
(operating system) dari komputer induk (host) ke komputer klien. 
Kasus tersebut sudah diputus oleh pengadilan negeri Makassar 
dengan pidana penjara 3 bulan subside denda 50 juta rupiah 
namun saat ini terdakwa sedang melakukan proses banding di 
pengadilan tinggi.  Hal seperti ini merupakan salah satu kejahatan 
hak cipta atas perangkat lunak komputer yang menjadi fokus dari 
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polrestabes Makassar. Seperti yang tercantum di dalam UU Hak 
Cipta bahwa penggandaan perangkat lunak bisa melalui media 
penyimpanan dan tanpa media penyimpanan. Selain para 
pengusaha besar pihak kepolisian juga sedang melakukan 
investigasi kepada salah satu produsen pembajak software. 
 Ada beberapa masalah yang dihadapi pihak kepolisian 
terkait penanganan kejahatan hak cipta perangkat lunak komputer. 
Kejahatan hak cipta atas perangkat lunak komputer di atur di dalam 
UU hak cipta nomor 28 tahun 2014 tentang perubahan undang-
undang nomor 19 tahun 2002. Di dalam undang-undang yang baru, 
delik tersebut merupakan delik aduan yang sebelumnya merupakan 
delik biasa. Berubahnya delik biasa ke delik aduan tercantum di 
dalam Pasal 55 ayat (1)  UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yaitu 
“setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/ atau 
Hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara 
komersial dapat melaporkan kepada menteri”. Hal ini menjadi salah 
satu penghambat dalam penanganan hukumnya. 
 Permasalahan tersebut tidak membuat pihak kepolisian 
menjadi pasif dalam penegakan hukum kejahatan ini. Di dalam 
wawancara yang dilakukan penulis, pihak kepolisian sedang 
membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan BSA 
(Business Software Alliance) yaitu asosiasi perdagangan nirlaba 
yang didirikan untuk memajukan sasaran industri piranti lunak dan 
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mitra peranti kerasnya. Organisasi ini adalah organisasi terkemuka 
yang didedikasikan untuk mendukung dunia digital yang legal dan 
aman. Isi dari MoU tersebut adalah ketika pihak polrestabes 
Makassar menemukan adanya indikasi kejahatan hak cipta 
perangkat lunak dari perusahaan yang bermitra dengan BSA dapat 
langsung melakukan penindakan awal tanpa aduan/laporan dari 
pihak yang bersangkutan terlebih dahulu. Setelah prosedur 
tersebut dilakukan maka pihak kepolisian menghubungi 
perusahaan atau kuasa hukum perusahaan tersebut yang berada 
di Indonesia untuk selanjutnya dilakukan proses hukumnya di 
pengadilan. Cara ini sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada 
tahun 2014 dengan pihak Microsoft sebagai pihak kerja sama. 
 Selain dari segi regulasi, permasalahan kepolisian dalam 
pemberantasan tindak pidana hak cipta atas perangkat lunak 
komputer terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia kepolisian 
yang belum memadai. Dari segi kuantitas, saat ini divisi tipiter 
polrestabes Makassar memiliki 5 karyawan. Dari segi kualitas, 
hanya satu orang saja yang memiliki kemampuan teknis dalam 
menangani kasus komputer. Kemampuan para polisi hanya 
sebatas menggunakan komputer untuk kepentingan operasional 
seperti mengetik Word, Excel dan Power point. 
 M.B.Y Hanafi mengakui, pencapaian kepolisian dalam 
menangani kasus kejahatan komputer di Kota Makassar masih 
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sangat kurang. Pihaknya masih belum memiliki rencana strategis 
terkait pencegahan kejahatan ini. Sosialisasi dan edukasi belum 
menjadi perhatian dalam menanggulangi kejahatan ini. Bahkan 
beliau mengatakan polda sulselbar pun masih belum mampu untuk 
menanggulangi masalah ini. 
 Teknis penanganan kasus software di Makassar didahului 
oleh laporan atau menggali informasi dari masyarakat  terkait 
peredaran dan penggunaan software secara illegal. Setelah itu 
polisi kemudian membuat laporan dan melakukan razia di tempat 
tersebut. Setelah itu kepolisian kemudian menyerahkan laporan ke 
kejaksaan. Di dalam proses peradilannya, polisi juga bekerja sama 
dengan ditjen HaKi dan Akademisi tememiliki sertifikasi sebagai 
saksi ahli dalam beberapa kasus karena melihat bahwa jaksa dan 
hakim kurang memahami materi dan teori hukum siber sehingga 
membutuhkan bantuan dari beberapa pihak yang terkait. 
Dari sisi konsumen, penulis mengambil sampel dalam ruang 
lingkup universitas hasanuddin dengan mahasiswa sebagai 
sampelnya. Teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis 












































































Permasalahan kejahatan perangkat lunak komputer memiliki 
2 sisi yang saling menyeimbangkan. Di satu sisi pembajakan 
perangkat lunak komputer memberikan keuntungan kepada 
masyarakat atas tersedianya komoditi yang terjangkau namun 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di era teknologi saat ini. 
Namun di satu sisi, kehadiran perangkat lunak bajakan memberikan 
kerugian bagi para perusahaan yang bergerak di industri software, 
sehingga berdampak langsung pada pemasukan negara dari pajak 
perdagangan perangkat lunak tersebut. 
Berdasarkan tabel 2, tingkat penggunaan software di 
kalangan mahasiswa sangat tinggi yaitu mencapai 94,28 %.  
63,57 %
36,42 %






Jumlah tersebut menggambarkan bahwa keberadaan software di 
dalam kegiatan perkualiahan sangat besar baik di fakultas sains 
maupun sosial. Penggunaan software aplikasi dan sistem operasi 
sangat besar yaitu 69,28 %, walaupun ada beberapa mahasiswa 
yang hanya menggunakan software sistem operasi sebesar 11,42 
% atau aplikasi saja sebesar 19,28 %.   
Dilihat dari efektivitas hukum, persentase pengetahuan 
mahasiswa terhadap keberadaan hukum yang mengatur tentang 
penggunaan software bajakan sebesar 63.57 %, sedangkan 
persentase penggunaan software bajakan sebesar 30,71 %. Hal ini 
menandakan bahwa ketaatan hukum mahasiswa tergolong besar. 
Jika kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali51 
berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana 
efektivitas dari hukum, maka kita pertama- tama harus dapat 
mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. 
Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada 
umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu 
perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan 
peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di 
dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka 
maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. 
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 Tidak semua perangkat lunak komputer original memiliki 
harga mahal dan di luar jangkauan masyarakat. Karena ada 
beberapa perangkat lunak alternatif yang bisa dinikmati secara 
gratis yaitu aplikasi Open Source seperti Linux OS. Rendahnya 
daya beli namun daya pakai yang tinggi adalah salah satu 
penyebab penggunaan perangkat lunak bajakan masih tinggi di 
Indonesia. Menurut survei yang dilakukan Business Software 
Alliance dan Ipsos Public Affairs pada tahun 2010, Indonesia 
berada di peringkat ketujuh dari 32 negara yang menggunakan 
software komputer bajakan paling banyak. Perangkat lunak 
berbayar tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan 
masyarakat teknologi di Indonesia sehingga sulit untuk menjauhkan 
masyarakat dari penggunaan perangkat lunak komputer bajakan/ 
palsu. 
 Perangkat lunak hadir sebagai alat untuk membantu 
kegiatan kegiatan masyarakat. Walau komoditi sumber daya alam 
masih memegang posisi teratas namun perangkat lunak memiliki 
tempatnya sendiri di pasar. Perangkat lunak kini menjadi komoditi 
yang memiliki potensi sangat besar di bidang ekonomi. Kini 
perangkat lunak tidak hanya sebatas alat yang dapat diintegrasikan 
pada perangkat seperti komputer dan laptop namun mencakup 
teknologi-teknologi informasi lain seperti smartphone bahkan 
televisi dan alat perkantoran lainnya. Perangkat lunak akan terus 
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berkembang menjadi kunci perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi. 
 Menurut penulis, pemerintah tidak memanfaatkan kehadiran 
software sebagai salah satu sumber ekonomi di Indonesia. Hal ini 
terlihat dari kurangnya perhatian pemerintah baik dari 
pemberdayaan maupun penegakan dan perlindungan hukumnya. 
Padahal, jika pemerintah memiliki komitmen, laju pertumbuhan 
ekonomi dari perdagangan software indonesia dapat bersaing di 
pasar internasional. Sebagai contoh di Amerika, perusahaan-
perusahaan yang bergerak di industri software menyumbang 
pemasukan yang sangat besar terhadap perekonomian negaranya 
seperti Microsoft, Adobe dan Corel. Seperti yang kita ketahui 
bahwa indonesia sudah memiliki banyak pengembang perangkat 
lunak komputer seperti garuda OS, BlankOn, IGOS Nusantara, 
Kuliax, DewaLinux, TargetLinux dan lain-lain.  Penulis berpendapat 
bahwa komitmen yang dilakukan oleh amerika dan jepang karena 
ideologi ekonomi kapitalis yang melandasi kegiatan perekonomian 
sehingga mempercepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan 
Intelektual yang pro kepada para pengusaha. 
 Lahirnya produk-produk teknologi komunikasi mulai 
merambah pasar dalam negeri mulai dari komputer sampai 
smartphone seperti Mito, Evercross, dan Smartfren walaupun 
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masih menggunakan software Android yang notabene adalah 
sistem operasi yang berasal dari California, Amerika Serikat. 
Walaupun komersialisasi software masih belum berkembang 
secara signfikan, hal ini memberikan semangat pada industri 
informasi dan komunikasi untuk melahirkan para technopreneur di 
Indonesia.  
Era digital memaksa kita untuk menyesuaikan diri terhadap 
perubahan-perubahan yang timbul karena perkembangan tekologi 
informasi dan komunikasi. Hukum sebagai alat pengontrol sosial 
harus memberikan batasan-batasan terhadap dampak yang timbul 
akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi walaupun 
hukum harus tertatih mengejar perkembangan dinamika 
masyarakat yang sangat cepat. Di dalam permasalahan hak cipta, 








1. Penerapan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung 
Nomor. 2277K/Pid/2006 memberikan sebuah yurisprudensi 
di dalam penegakan hukum kejahatan hak cipta atas 
perangkat lunak di Indonesia. Ketika di dalam putusan 
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi terdapat perbedaan 
sanksi, mahkamah agung memiliki pertimbangan bahwa 
pemberatan hukuman yang dilakukan oleh pengadilan tinggi 
tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pertimbangan Hukum hakim di dalam putusan Mahkamah 
Agung Nomor 2277K/Pid/2006 dilandasi pada kitab undang-
undang hukum pidana, bahwa pengadilan tinggi memiliki 
kewenangan untuk melakukan pemberatan hukuman. 
3. Perlindungan hukum hakim kepada pencipta sebatas 
pemberian hukum berupa pidana kepada pelaku sebab 









1. Peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan hak cipta 
atas perangkat lunak harus lebih luas bukan hanya pada 
produsen dan corporate piracy tetapi juga pada para 
pengedar dan penjual software bajakan tersebut 
2. Peran pemerintah sebagai regulator harus lebih maksimal 
melihat perkembangan kejahatan hak cipta perangkat lunak 
yang semakin kompleks 
3. Peran pemerintah sebagai eksekutif dalam melakukan 
sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang 
pentingnya menggunakan sotfware original demi mendorong 
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